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Lampiran L.

Hal . Imbauan

Kepada Yth.

Ketua/Pengurus Partai Politik Tingkat Kabupaten Bone

di,-

Tempat

A. Dasar Hukum

1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan
pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang menjadi
Undang-Undang;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara
Terstruktur, sistematis, dan masif;



7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan dan
Jadwal Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses
Pemilihan Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Bone, dengan ini maka Badan
Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone menyampaikan hal-hal
sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang.

Pasal 187 B

Anggota Partai Politik atau anggota gabungan Partai Politik yang dengan sengaja
melakukan perbuatan melawan hukum menerima imbalan dalam bentuk apapun
pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat
(1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan
paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00
(tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
Pasal 187 C

Setiap orang atau lembaga yang terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan
melawan hukum memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka
penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil
Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 47 ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling singkat
24 (dua puluh empat) bulan dan pidana penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan
dan denda paling sedikit Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;

Pasal 47
1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam

bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
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2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti menerima
imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan
Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode
berikutnya di daerah yang sama;

3) Partai Politk atau gabungan Partai Politk yang menerima imbalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik
atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan
Gubernur, Bupati, dan Walikota;,

5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses
pencalonan Gubernur, Bupati, atau Walikota maka penetapan sebagai calon,

calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota dibatalkan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindak lanjuti dan atas perhatian serta kerja
samanya diucapkan terima kasih.

Tembusan .

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. Pertinggal
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